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Adapun penulis skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya pencantuman 
klausula eksonerasi yang dilakukan pelaku usaha terhadap jual beli online shopee. 
Shopee merupakan salah satu situs online classified terbesar diindonesia, banyak 
keuntungan yang bisa didapatkan dengan adanya situs tersebut. Namun, selain 
keuntungan tidak sedikit konsumen dirugikan. Dimana konsumen yang membeli 
produk di shopee yang tidak sesuai deskripsi barang tidak bisa mengembalikan 
barang untuk mendapatkan ganti rugi atas barang tersebut. Hal ini menunjukkan 
bahwa pelaku usaha melanggar ketetapan pasal 18 Undang-undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku 
usaha bertindak dengan adanya klausula eksonerasi (pengalihan tanggung jawab). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalihan tanggung jawab oleh 
pelaku usaha terhadap jual beli online shopee berdasarkan Undang-undang Nomor 
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan mengetahui bentuk 
perlindungan hukum berkaitan dengan pengalihan tanggung jawab oleh pelaku 
usaha terhadap jual beli online shopee berdasarkan Undang-undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
 
Penelitian ini adalah peneltian hukum normatif. Jenis data yang digunakan 
adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan 
tersier. Tehnik analisis data yg dilakukan adalah dengan penelitian kualitatif. 
 
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa Salah 
satu platform jual beli online yang dimanfaatkan pelaku usaha dalam memasarkan 
produknya adalah Shopee. Bentuk pengalihan tanggung jawab yang dilakukan 
oleh pelaku usaha pada kegiatan jual beli online di platform Shopee yakni pelaku 
usaha mengirimkan produk yang tidak sesuai dengan produk yang dideskripsikan 
atau produk cacat tersembunyi. Selain itu, pelaku usaha juga mencantumkan 
klausula eksonerasi yang dilarang dalam Undang-undang Perlindungan 
Konsumen. Dan untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha, Undang-undang 
Perlindungan Konsumen melindungi konsumen dalam dua bentuk yakni secara 
preventif dan secara represif. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat menimbulkan 
adanya suatu gaya baru dalam sistem perdagangan. Beberapa tahun terakhir 
perdagangan melalui media internet semakin marak terjadi di Indonesia. 
Bahkan jual beli di media internet menggunakan komputer atau handphone 
sebagai alat pemasarannya. Dengan perdagangan lewat internet ini 
berkembang pula sistem bisnis virtual, seperti virtual store dan virtual 
company di mana pelaku bisnis menjalankan bisnis dan perdagangannya 
melalui media internet dan tidak lagi mengandalkan bisnis perusahaan 
konvensional yang nyata. 
Semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan 
motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau 
jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha, maka 
perlindungan hukum terhadap konsumen dipandang sangat penting 
keberadaannya. Sebab dalam rangka mengejar  produktifitas dan efisiensi 
tersebut, pada akhirnya baik secara langsung atau tidak langsung 
konsumenlah yang menanggung dampaknya.
1
 
Internet yang merupakan  kepanjangan dari Interconection  Networking 
atau juga yang telah menjadi International Networking. Internet dapat 
menghubungkan   komputer diseluruh dunia tanpa dibatasi oleh jumlah unit
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menjadi satu jaringan  yang bisa saling mengakses. Dengan  internet tersebut, 
satu komputer dapat berkomunikasi secara langsung dengan komputerlain di 
berbagai belahan dunia.  
Internet pertama kali dikembangkan oleh salah satu lembaga riset di 
Amerika Serikat, yaitu DARPA (Defence  Advanced  Research Project 
Agency) pada  tahun  1973. Pada  saat  itu DARPA membangun 
Interconection Networking sebagai sarana untuk menghubungkan  beberapa  
jenis  jaringan paket data seperti CS-net, BIT-net, NSF-net dan lain-lain. Pada  
mulanya  jaringan internet hanya dapat digunakan  oleh lingkungan  
pendidikan  (perguruan  tinggi) dan lembaga penelitian. Kemudian tahun 
1995, internet baru dapat  digunakan untuk publik. Beberapa tahun kemudian, 
Tim Berners–Lee mengembangkan aplikasi www (world wide web). Dengan 
adanya aplikasi www tersebut dapat memudahkan orang untuk mengakses 
informasi di internet.  Setelah  dibukanya internet untuk keperluan  publik 
kemudian semakin  banyak  muncul  aplikasi-aplikasi bisnis di internet. 
Manfaat Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi 
elektronik diantaranya untuk berbagai kegiatan seperti mencari data, 
menjelajah (browsing), berita dan informasi, saling mengirim pesan melalui 
email, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk untuk 
perdagangan oleh para pelaku usaha. Kegiatan perdagangan dengan 
memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah electronic commerce 
atau e-commerce. Electronik Commerce atau yang disingkat dengan E-





(consumers), manufaktur (manufaxtures), services providers dan pedagang 
perantara (intermediateries) dengan menggunakan jaringan-jaringan 
komputer (computer network) yaitu internet. Kegiatan E-commerce dapat 
melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem 
manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.
2
 
Dalam memasarkan produk barang/jasa oleh para pelaku usaha kini 
dapat memanfaatkan media internet. Dengan internet pelaku usaha dapat 
lebih mudah memasarkan produknya karena tidak perlu lagi memiliki 
ruangan yang besar, toko/lahan ataupun menyewa toko untuk ruang pamer 
(show room), dan juga staff operasional dalam jumlah besar sehingga lebih 
hemat biaya operasional. Jangkauan pemasaranpun jauh lebih luas, karena 
pelaku usaha dapat dihubungi oleh pelanggan dari seluruh dunia. Waktu 
operasional juga tidak terbatas, yakni 24 jam nonstop. Begitu juga dengan 
konsumen dimana kini konsumen tidak perlu lagi meluangkan waktu khusus 
untuk berbelanja ke luar rumah, tinggal klik maka barang yang diinginkan 
bisa datang ke rumah. 
Dalam setiap kegiatan perdagangan atau jual beli pasti akan berjumpa 
dengan transaksi. Transaksi dilakukan setelah adanya kesepakatan dari kedua 
belah pihak yang akan melakukan jual beli. Perbedaan antara transaksi e-
commerce dengan transaksi pada perdagangan tradisional ialah Pasar 
Tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta di tandai 
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dengan adanya transaksi penjulan pembeli secara langsung dan biasanya ada 
proses tawar menawar sedangkan E-commerce adalah pembelian, penjualan, 
pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, 
website, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan 
transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen 
inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Interaksi seperti 
ini antara lain mencakup interaksi-interaksi yang dilakukan melalui PC, 
transaksi-transaksi melalui mesin-mesin ATM, PDA (Personal Data 
Assistant) atau peralatan-peralatan elektronik lainnya, termasuk transaksi-
transaksi yang dilakukan dengan menggunakan perangkat-perangkat aplikasi 
tanpa kabel atau perangkat-perangkat WAP (Wireless Application Protokol). 
Transaksi seperti ini dilakukan secara elektronik. Transaksi elektronik dapat 
dilakukan setiap saat dengan cara mengakses sistem produk yang diinginkan 
dalam jaringan internet. 
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 1 angka 2, 
transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan 
menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik 
lainnya. Dalam transaksi online, yang dianggap sebagai konsumen adalah 
pengguna internet yang membeli barang/jasa melalui media internet itu 
sendiri. DalamUndang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999  tentang Perlindungan 
Konsumen Pasal 1 Angka 4, bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah 
setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, 





hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3
 Jadi dari beberapa rumusan di 
atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam transaksi yang terjadi antara 
penjual dan pembeli melalui internet atau transaksi online, ternyata internet 
hanyalah sebagai media atau fasilitas untuk melakukan transaksi jual beli 
yang selama ini dilakukan secara konvensional. 
Dalam transaksi jual beli online, konsumen tidak dapat menyentuh 
barang yang akan dibelinya. Sebelum konsumen menerima penawaran yang 
diajukan produsen atau pelaku usaha, biasanya dalam situs jaul beli online 
tersebut, pelaku usaha atau produsen mencantumkan suatu klausula baku 
yang dibuat sendiri oleh pelaku usaha yang berisi pengaturan perjanjian jual 
beli yang harus disetujui oleh si konsumen jika ingin membeli produk barang 
dalam situs internet tersebut. Hal ini memberikan peluang pada pelaku usaha 
untuk mencantumkan ketentuan klausula baku dalam bentuk pengalihan 
tanggung jawab tersebut untuk mengalihkan tanggung jawabnya. pengalihan 
tanggung jawab adalah suatu pernyataan atau klausula yang digunakan untuk 
membatasi hak dan kewajiban dari sebuah perikatan dan perbuatan hukum. 
Pencantuman klausula baku dalam bentuk pengalihan ini seolah-olah 
menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk mengalihkan tanggung jawabnya. 
Dengan adanya pencantuman ini, menyebabkan penempatan posisi yang tidak 
seimbang antara pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha dengan bebas 
dapat mengalihkan tanggung jawabnya yang bertujuan untuk memberikan 
perlindungan hukum bagi dirinya. Sedangkan konsumen dirugikan karena 
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tidak dapat mengajukan klaim atau meminta pertanggungjawaban dari pelaku 
usaha yang menjual produk barangnya melalui internet tersebut. 
Produk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan 
hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan 
terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap konsumen.
4
 Dengan posisi 
konsumen yang lemah ini, produsen atau pelaku usaha akan dengan mudah 
memasarkan setiap barang dan atau jasa tanpa memperhatikan hak-hak 
konsumen.  
sejarah gerakan perlindungan konsumen bermula dari kondisi di 
Amerika Serikat. Perlindungan hak-hak konsumen dapat berjalan seiring 
dengan perkembangan demokrasi yang terjadi dalam suatu negara. Negara 
demokrasi mengamanatkan bahwa hak-hak warga negara, termasuk hak-hak 
konsumen harus dihormati. Ada posisi yang berimbang antara produsen dan 
konsumen, karena keduanya mempunyai kedudukan yang sama di mata 
hukum. 
Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen maka perlu 
ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan 
kemandirian konsumen untuk melindungi diri serta menumbuh kembangkan 
sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab. 
Shopee merupakan salah satu situs online classified terbesar di 
Indonesia. Shopee juga memberikan layanan iklan barang  secara gratis. Para 
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pengguna dapat memuat dan melihat barang atau jasa yang dijual-belikan 
oleh organisasi maupun individu secara gratis dengan memiliki akun Shopee 
maupun tidak. Shopee juga sangat cocok untuk organisasi atau individu yang 
ingin mencari atau menawarkan barang yang sedang diperjual-belikan dengan 
mudah. Banyak keuntungan yang bisa didapatkan dengan adanya situs jual-
beli Shopee ini. Keuntungan ini tidak hanya bisa dirasakan sedikit orang, 
tetapi banyak orang untuk berbisnis dengan mudah. 
Namun, selain keuntungan tersebut, tidak sedikit konsumen dirugikan. 
Dimana konsumen yang membeli produk di shopee yang tidak sesuai 
deskripsi barang tidak bisa mengembelikan barang untuk mendapatkan ganti 
rugi atas barang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha 
melanggar ketetapan pasal 18 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang 
perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertindak 
dengan adanya klausula eksonerasi (pengalihan tanggung jawab).  
Salah satu korban penipuan jual beli online di shopee adalah Irza Brian 
Agasta. Irza mengaku membeli 2 buah handphone senilai Rp 12.000.000,- 
pada tanggal 25 Januari 2020 pukul 03.00 WIB dengan nomor pemesanan 
200125GXTP2NK2  dan 200125H9HQJROG di toko dinarti82238 yang 
berlokasi di Surabaya. Dan pada pukul 08.30 WIB penjual mengirimkan link 
phising shopeorder.com yang menurut korban transaksi jual beli ini terdapat 
indikasi penipuan. Korban kemudian melaporkan ke pihak shopee, namun 
pihak shopee hanya memberikan tanggapan untuk menunggu hingga barang 





tidak sesuai dengan pesanan dan mengganti password akun shopee korban. 
Namun pada pukul 14.27 WIB status pemesanan telah selesai, sementara 
korban tidak menerima barang pesanan atau pun memberikan kode virifikasi 
ke pihak lain. Korban kembali melapor ke pihak shopee. Namun tanggapan 
dari shopee yakni dana transaksi tidak bisa diblokir karena sistem otomatis 
mengirimkan dana transaksi ke penjual.
5
 
Adapun kasus jual beli online yang sampai ke meja pengadilan yakni 
kasus jual beli online tas Hermes senilai Rp 950 juta. Dimana Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat memutuskan menghukum Devita (Pelaku) dengan vonis 
2 tahun penjara. Dalam salinan putusan yang diperoleh detikcom, majelis 
hakim menganggap pelaku terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
penipuan dan merugikan Vivi (korban) Rp 450 juta.
6
 
Penipuan online di Indonesia dengan modus yang beragam sebagian 
besar memiliki modus dengan menjual barang yang tidak sesuai dengan apa 
yang dijanjikan. Tercatat total kejahatan siber yang dilaporkan masyarakat 
sebanyak 4.586 laporan, dimana 1.617 diantaranya adalah penipuan online. 
Data tersebut berdasarkan jumlah laporan polisi yang masuk dan jumlah 
kasus selesai yang dilaporkan oleh Subagbinops Ditreskrimsus Seluruh Polda. 
Menurut Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes 
Reinhard Hutagaol, jumlah laporan penipuan online sejak 2015 fluktuatif. 
Rinciannya pada 2015 sebanyak 1.494, di 2016 sebanyak 1.570, di 2017 
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sebanyak 1.430, di 2018 sebanyak 1.781 kasus, dan pada 2019 jumlah aduan 
masyarakat terkait penipuan online mencapai 1.616 kasus. Dari jumlah kasus 
tersebut, 1.030 kasus terselesaikan di tahun 2018 dan sebanyak 966 kasus 
terselesaikan di tahun 2019.
7 
Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian yang berjudul “Pengalihan Tanggung Jawab Oleh Pelaku Usaha 
Terhadap Jual Beli Online Shopee Berdasarkan Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. 
B. Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan diatas serta 
titik tolak masalah yang telah ada, maka perlu kiranya membatasi masalah 
yang diteliti agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari 
topik yang dipersoalkan, Maka penulis membatasi hanya dengan masalah 
yaitu Pengalihan Tanggung Jawab Oleh Pelaku Usaha Terhadap Jual Beli 
Online Shopee Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen. 
C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha terhadap jual 
beli online shopee berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen? 
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum berkaitan dengan pengalihan 
tanggung jawab oleh pelaku usaha terhadap jual beli online shopee 
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berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen? 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui  Pengalihan Tanggung Jawab Oleh Pelaku Usaha 
Terhadap Jual Beli Online Shopee Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum berkaitan dengan 
pengalihan Tanggung Jawab Oleh Pelaku Usaha Terhadap Jual Beli 
Online Shopee Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsumen. 
Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk menambah pengetahuan kepada konsumen mengenai perlindungan 
hukum dalam bentuk pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha 
terhadap jual beli online  
2. Untuk menambah wawasan penulis dalam bidang ilmu hukum sesuai 
konsentrasi yaitu hukum hukum bisnis, terutama tentang masalah 
Pengalihan Tanggung Jawab Oleh Pelaku Usaha Terhadap Jual Beli 
Online Shopee Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen. 
3. Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang akan 
meneliti mengenai penolakan tanggung jawab dan menambah minat 





E. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh 
kembali pemecahan segala permasalahan. Menurut Soerjono Soekanto, 
penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan 
pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk 
mempelejari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan 
menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam 
terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu 
pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala 
yang bersangkutan.
8
 Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk 
menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun 
metode penelitian sebagai berikut: 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan 
cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pada metode ini seringkali 
hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang - 
undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau 
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2. Sumber Data 
Adapun sumber data yang merupakan bahan pustaka yang dipakai 
dalam penelitian ini dibedakan menjadi: 
a. Bahan hukum primer yaitu, bahan yang mempunyai kekuatan mengikat 
seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam 
penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berupa peraturan 
perundang-undangan. 
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan 
mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang 
dimaksudkan disini adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan 
hukum primer yang isinya tidak mengikat. Adapun jenisnya adalah 
buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek 
penelitian ini. 
c. Bahan hukum tertier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan 
hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, 
ensiklopedi, majalah dan surat kabar yang berkaitan dengan dengan 
topik yang dikaji dalam penelitian ini.  
3. Pendekatan Penelitian  
Adapun pendekatan yang digunakan dalam melakukan kajian 
terhadap permasalahan yang diteliti adalah melalui pendekatan yuridis 
terhadap pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha terhadap jual beli 
online shopee berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 





4. Analisis Data 
Sedangkan analisis data dilakukan dengan penelitian kualitatif, yaitu 
penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam 
peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta 
norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat serta dengan melihat 
sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.
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F. Sistematika Penulisan 
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam 
penelitian ini, maka dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut: 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan 
Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan 
Sistematika Penulisan. 
BAB II KETENTUAN SHOPEE 
Kebijakan shope terdiri dari: 
1. kebijakan barang yang dilarang dan dibatasi 
2. kebijakan pengembalian dana dan barang 
BAB III TINJAUAN TEORITIS 
Pada bab ini menggambarkan tentang tinjauan teoritis, yang terdiri 
dari: 
a. Tinjauan umum tentang klausul eksonerasi 
1. Pengertian klausula eksonerasi 
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2. bentuk-bentuk klausula eksonerasi 
3. laranganan penggunaan klausula eksonerasi 
4. akibat hukum klausula eksonerasi  
b. Tinjauan umum tentang pelaku usaha 
1. Pengertian pelaku usaha 
2. Hak dan Kewajiban pelaku usaha 
3. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha 
4. Tanggung jawab pelaku usaha 
c. Tinjauan umum tentang transaksi elektronik 
1. Pengertian transaksi elektronik 
2. Pengaturan transaksi elektronik 
3. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik 
4. Legalitas transaksi elektronik 
BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini berisi tentang Pengalihan Tanggung Jawab Oleh 
Pelaku Usaha Terhadap Jual Beli Online Shopee Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen serta bentuk perlindungan hukum berkaitan dengan 
pengalihan Tanggung Jawab Oleh Pelaku Usaha Terhadap Jual Beli 
Online Shopee Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsumen. 
BAB V  PENUTUP 








1. Kebijakan Barang yang Dilarang dan Dibatasi 
Merupakan tanggung jawab penjual untuk memastikan bahwa 
barang yang mereka ajukan mematuhi semua undang-undang dan 
diizinkan untuk didaftarkan untuk dijual sesuai dengan ketentuan dan 
kebijakan Shopee sebelum pendaftaran barang pada platform penjualan. 
Untuk kenyamanan penjual, di bawah ini Shopee telah menyediakan 
pedoman singkat tentang barang yang dilarang dan dibatasi yang tidak 
boleh dijual di Shopee. Shopee akan memperbarui pedoman ini dari waktu 
ke waktu bila diperlukan.
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a. Pelanggaran Terhadap Persyaratan Layanan Kami 
Pelanggaran terhadap Kebijakan Barang yang Dilarang dan 
Dibatasi ini dapat membuat Penjual dikenai berbagai tindakan yang 
merugikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada salah satu atau semua 
hal berikut: 
1. Penghapusan daftar 
2. Batasan diberlakukan pada hak akun 
3. Penangguhan dan pengakhiran akun 
4. Tindakan hukum 
b. Daftar Barang yang Dilarang dan Dibatasi 
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2. Produk binatang dan satwa liar termasuk, dengan tidak terbatas pada, 
binatang liar 
3. Artefak dan barang antic 
4. Kosmetik bekas 
5. Mata uang dan prangko palsu 
6. Kartu kredit dan debit 
7. Mata uang termasuk dengan tidak terbatas pada mata uang digital 
8. Obat-obatan dengan resep atau non resep, zat seperti obat 
kuat,obat perangsang dan parafilia terkait 
9. Obat pelangsing yang tidak mempunyai izin edar resmi 
  10.Peralatan telekomunikasi, pengawasan elektronik dan peralatan 
elektronik serupa seperti tv kabel, pelaras acakan, pemindai radar, 
perangkat kendali sinyal lalu lintas, perangkat penyadapan dan 
perangkat penyadap telepon 
11. Barang yang diembargo 
12. Senjata api, senjata seperti semprotan merica, replika, airsoftgun, dan 
senjata bius, dan sebagainya 
  13. Untuk keselamatan pengguna kami, penjual tidak boleh mendaftarkan 
makanan dan barang terkait makanan berikut ini di situs kami yaitu: 
a. Daftar yang mengandung klaim obat-obatan yaitu, klaim bahwa 
barang tersebut dimaksudkan untuk digunakan dalam diagnosis, 





pada manusia dan/atau binatang, kontrasepsi, anestesi atau 
mencegah maupun mengganggu fungsi fisiologis normal, baik 
secara permanen atau pun sementara, dan baik dengan cara 
mengakhiri, mengurangi atau menunda, atau meningkatkan atau 
mempercepat jalannya fungsi tersebut atau dengan cara lain 
apapun, misalnya obat-obatan farmasi, lensa kontak, suplemen 
makanan dengan pelabelan yang salah. 
b. Makanan yang berbahaya yaitu makanan yang mengandung zat 
terlarang atau zat yang melebihi proporsi yang diizinkan, 
makanan yang tercemar tanpa sepenuhnya memberi tahu pembeli 
pada saat penjualan tentang sifat transaksi. 
c. Produk susu non-pasteurisasi. 
d. Jamur liar dan; 
e. Makanan berbahaya bagi kesehatan manusia. 
Makanan yang tidak termasuk ke dalam kategori makanan 
yang dilarang di atas harus mematuhi standar minimum dan 
pedoman berikut ini: 
a. Sebelum dengan jelas dan benar makanan yang sudah 
kedaluwarsa tidak boleh didaftarkan. 
b. Semua makanan dan produk terkait yang dijual di Situs harus 
dikemas atau ditutup untuk memastikan pembeli dapat 





kedaluwarsa, semua makanan harus diberi label tanggal 
kedaluwarsa. 
c. Pengguna yang mendaftarkan barang yang mudah rusak harus 
menuliskan secara jelas pada bagian deskripsi barang langkah-
langkah yang akan mereka Ambil untuk memastikan barang 
tersebut dikemas dengan baik. 
14. Barang yang berkaitan dengan pemerintah atau Polisi seperti lencana, 
tanda pangkat atau seragam 
15. Bagian tubuh atau jenazah manusia  
16. Alat pembobol kunci 
17. Tiket lotre 
18. Pestisida 
19. Barang-barang yang berpotensi melanggar 
20. Jasa, kecuali secara tegas diizinkan oleh Shopee, penyediaan jasa, 
termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa yang bersifat seksual atau 
ilegal atau melanggar Persyaratan  Layanan dilarang di platform 
Shopee 
21. Mesin slot 
22. Barang yang sudah ditarik 
23. Saham seperti surat berharga dan prangko lainnya 
24.Produk tembakau atau terkait tembakau, termasuk dengan tidak 
terbatas pada rokok elektronik 





26. Publikasi, buku, film, video dan/atau video game yang tidak 
mematuhi hukum yang berlaku di negara tempat penjualan dan/atau 
pengiriman 
27. Barang curian 
28. Barang dengan label yang salah 
29. Pembelian produk dalam game atau isi ulang kredit game melalui ID     
pengguna untuk telepon selular dan/atau tablet Android 
30. Barang-barang dan/jasa yang memuat konten dengan materi yang 
berpotensi menciptakan atau mempromosikan kebencian atau 
menghasut atau menyalahgunakan anak-anak atas dasar kepentingan 
politik, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, ras, etnis, usia, atau 
cacat tubuh dan; 
31. Setiap barang yang atau mengandung komponen yang ilegal atau 
terlarang lainnya di Yurisdiksi pembeli dan/atau penjual atau barang 
yang mendorong kegiatan ilegal atau terlarang atau ditentukan oleh 
suatu badan pemerintahan atau otoritas pemerintahan sebagai barang 
yang berpontensi menimbukan resiko gangguan kesehatan atau 
keamanan 
2. Kebijakan Pengembalian Dana dan Barang 
a. Permohonan untuk pengembalian barang atau dana 
Dengan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Kebijakan 
Pengembalian Dana dan Barang ini serta Syarat Layanan, pembeli dapat 





barang dan/atau pengembalian dana sebelum berakhirnya Masa Garansi 
Shopee seperti yang tercantum dalam Syarat Layanan. Garansi Shopee 
adalah layanan yang disediakan oleh Shopee, atas permintaan pengguna 
untuk membantu pengguna dalam menangani konflik tertentu yang 
mungkin timbul selama jalannya transaksi. Pengguna dapat saling 
berkomunikasi secara pribadi untuk menyelesaikan perbedaan mereka 
atau menghubungi pihak berwenang setempat untuk membantu mereka 
mengatasi sengketa yang terjadi sebelum, selama atau setelah 
menggunakan Garansi Shopee. 
b. Permohonan untuk pengembalian barang dan/atau pengembalian dana 
pembeli hanya boleh mengajukan permohonan pengembalian barang 
dan/atau pengembalian dana dalam situasi berikut: 
1. Barang belum diterima oleh pembeli. 
2. Barang tersebut cacat dan/atau rusak saat diterima. 
3. Penjual telah mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan 
spesifikasi yang disepakati. Misalnya salah ukuran, warna, dan 
sebaganya kepada pembeli. 
4. Barang yang dikirimkan kepada pembeli secara material berbeda 
dari deskripsi yang diberikan oleh penjual dalam daftar barang atau; 
5. Melalui kesepakatan pribadi dengan penjual dan penjual harus 






Permohonan pembeli harus dikirimkan melalui situs. Shopee akan 
meninjau setiap permohonan pembeli kasus per kasus dan atas 
kebijakannya sendiri, menentukan apakah permohonan pembeli berhasil 
atau tidak. Jika pembeli telah memulai tindakan hukum terhadap 
penjual, pembeli dapat memberikan pemberitahuan formal dari pihak 
yang berwenang kepada Shopee untuk meminta Shopee terus menahan 
uang pembelian sampai penetapan resmi tersedia. Atas kebijakannya 
sendiri yang mutlak, Shopee akan menetapkan apakah perlu untuk terus 
menahan uang pembelian tersebut. 
c. Tidak ada perubahan pikiran 
Kecuali dinyatakan dalam kebijakan pengembalian dana dan 
barang ini, pembeli tidak boleh mengajukan permohonan pengembalian 
barang dan/atau dana melalui Garansi Shopee karena ia berubah 
pikiran. 
d. Hak penjual 
Ketika Shopee menerima permohonan dari pembeli untuk 
pengembalian barang dan/atau pengembalian dana, Shopee akan 
memberi tahu penjual secara tertulis. Penjual dapat menanggapi 
permohonan pembeli sesuai dengan langkah-langkah yang diberikan 
Shopee dalam pemberitahuan tertulis. Penjual harus menanggapi dalam 
jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tertulis "Jangka 
Waktu yang Ditetapkan". Apabila Shopee tidak mendengar kabar dari 





penjual tidak memiliki tanggapan atas permohonan pembeli dan akan 
melanjutkan untuk menilai permohonan pembeli tanpa pemberitahuan 
lebih lanjut kepada penjual. 
Shopee akan meninjau setiap tanggapan penjual secara kasus per 
kasus dan atas kebijakannya sendiri, menentukan apakah permohonan 
pembeli melawan situasi yang dikemukakan oleh penjual tersebut 
berhasil atau tidak. 
e. Syarat mengembalikan barang 
Untuk menikmati pengalaman yang tidak merepotkan saat 
mengembalikan barang, pembeli harus memastikan bahwa barang, 
termasuk setiap barang gratis/bawaan seperti aksesoris yang datang 
bersama dengan barang, harus dikembalikan kepada penjual dalam 
kondisi yang diterima oleh pembeli pada saat pengiriman. Kami akan 
menyarankan pembeli untuk mengambil foto barang pada saat diterima. 
f. Tanggung jawab biaya pengiriman barang yang dikembalikan 
1. Dalam skenario kesalahan yang tidak terduga dari sisi penjual yaitu 
produk rusak, cacat atau salah dikirimkan ke pembeli, penjual atau 
pembeli akan menanggung biaya pengiriman pengembalian barang 
bergantung pada kesepakatan penjual dan pembeli. 
2. Dalam skenario dimana penjual dan pembeli mempersengketakan 
siapa pihak yang bertanggung jawab atas biaya pengiriman barang 





menentukan siapa pihak yang akan bertanggung jawab atas biaya 
pengiriman pengembalian barang. 
g. Pengembalian dana 
Uang pembeli hanya akan dikembalikan setelah Shopee menerima 
konfirmasi dari penjual bahwa penjual telah menerima barang yang 
dikembalikan. Apabila Shopee tidak mendengar dari penjual dalam 
jangka waktu yang ditentukan, Shopee memiliki kebebasan untuk 
mengembalikan jumlah yang sesuai kepada pembeli tanpa 
pemberitahuan lebih lanjut kepada penjual. Untuk informasi lebih lanjut 
tentang batas waktu tanggapan penjual, silakan klik di sini. 
Pengembalian dana akan dilakukan ke kartu kredit atau akun 
ShopeePay pembeli yang mana yang sesuai. 
h. Komunikasi antara pembeli dan penjual 
Shopee mendorong pengguna untuk berkomunikasi satu sama lain jika 
timbul masalah dalam suatu transaksi. Karena Shopee hanyalah sebuah platform 
tempat pengguna melakukan perdagangan. Pembeli harus menghubungi penjual 
secara langsung melalui aplikasi Mobile Shopee untuk setiap masalah yang 







A. Tinjauan Umum Tentang Klausula Eksonerasi 
1. Pengertian klausula eksonerasi 
Rijekan mengatakan bahwa klausula eksonerasi adalah klausula yang 
dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak 
menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi 
seluruhnya atau terbatas, yg terjadi karena ingkar janji atau perbuatan 
melanggar hukum.
12
 Klausula eksonerasi yang biasanya dimuat dalam 
perjanjian sebagai klusula tambahan atas unsur esensial dari suatu 
perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula 
tersebut merupakan klausula yang sangat merugikan konsumen yang 
umumnya memiliki posisi yang lemah jika dibandingkan dengan produsen, 
karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen, dengan adanya 
klausula tersebut menjadi beban konsumen. 
Apabila dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak tidak 
seimbang, maka pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang 
betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. 
Dalam hal demikian, pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya 
menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausula-klausula 
tertentu dalam perjanjian baku, sehingga perjanjian yang seharusnya 
dibuat / dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak
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ditemukan lagi dalam perjanjian baku, karena format da nisi perjanjian 
dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat. 
Oleh karena yang merancang isi format dan isi perjanjian adalah 
pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, maka dapat dipastikan bahwa 
perjanjian tersebut memuat klausula-klausula yang menguntungkan 
baginya, atau meringankan / menghapuskan beban-beban / kewajiban-
kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Oleh 
karena itu, merancang format dan isi perjanjian adalah pihak yang 
memiliki kedudukan lebih kuat, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian 
tersebut memuat klausula-klausula yang menguntungkan baginya, atau 
meringankan / menghapuskan beban-beban / kewajiban-kewajiban tertentu 
yang seharusya menjadi tanggung jawabnya. 
Penerapan klausula-klausula tertentu yang dilakukan oleh pihak yang 
memiliki kedudukan lebih kuat yang mengakibatkan sangat merugikan 
pihak lemah, biasa dikenal dengan penyalahgunaan keadaan.   
2. Bentuk-bentuk Klausula Eksonerasi 




a. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh 
pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat 
disini adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi 
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(ekonomi) kuat dibandingkan debitur. Kedua pihak lazimnya terikat 
dalam organisasi, misalnya perjanjian buruh kolektif. 
b. Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah, ialah perjanjian baku yang 
mempunyai ojek hak-hak atas tanah. Dalam bidang agraria, misalnya 
formulir-formulir perjanjian sebagaimana yang diatur dalam SK 
Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Agustus 1977 No.104/Dja/1997, yang 
berupa antara lain akta jual-beli, model 1156727, akta hipotik modek 
1045055, dab sebagainya. 
c. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat 
terdapat perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah 
disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang 
minta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan. Di dalam 
kepustakaan Belanda, jenis ini disebut contract model. 
Berdasarkan pengertian mengenai klausula eksonerasi tersebut dapat 
dikelompokkan dua bentuk klausula eksonerasi yaitu: 
a. Klausula eksonerasi yang bersifat menghapuskan tanggung jawab (an 
excluding term/an excluding clause). Klausula ini bersifat 
menghapuskan tanggung jawab secara penug dari salah satu pihak 
dalam kontrak (pihak yang posisinya kuat) jadi ketika terjadi 
wanprestasi atau perbuatan melawan hukum maka pihak yang leamg 






b. Klausul eksonerasi yang bersifat membatasi (a limiting term/ a limiting 
clause). Klausula ini bersifat tidak menghapuskan tanggung jawab 
secara penuh, hanya membatasi tanggung jawab sebatas jumlah uang 
tertentu. 
Melihat kepada pasal 1493 KUHPerdata yang menegaskan sifat 
terbuka pada buku III KUHPerdata tentang perikatan yang menyebabkan 
buku II KUHPerdata ini adalah hanya sebagai hukum pelengkap yakni 
mengatur mengenai hal-hal yang tidak diatur secara khusus oleh para 
pihak. Pasal 1493 KUHPerdata berbunyi: 
“Kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan 
istimewa, memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh 
undang-undang ini; bahkan mereka itu diperbolehkan mengadakan 
perjanjian bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuatu 
apapun.” 
Dari isi Pasal 1493 KUHPerdata tersebut dapat kita lihat bahwa 
KUHPerdata memperbolehkan penggunaan klausula eksonerasi, yaitu 
klausula yang isinya menghapuskan tanggung jawab yang seharusnya 
menjadi tanggung jawabnya. Namun, KUHPerdata juga berusaha memberi 
batasan penggunaan klausula eksonerasi berdasakan pasal 1493 
KUHPerdata tersebut, sebagaimana dapat dilihat dari bunyi Pasal 1494, 
yakni:  
 “meskipun telah diperjanjikan bahwa si penjual tidak akan menanggung 





berupa akibat dari sesuatu perbuayan yang dilakukan olehnya; segala 
perjanjian yang bertentangan dengan ini adalah batal.” 
Dari padal 1493 dan 1949 KUHPerdata tersebut dapat diketahui 
kesimpulan bahwa KUHPerdata mendekati klausula eksonerasi dari sudut 
asas kebebasan berkontrak bukan dari segi perlindungan konsumen, yaitu 
dalam hal ini nasabah bank. KUHPerdata pada dasarnya memberi 
kebebasan bagi para pihak untuk mengatur isi perjanjian diantara para 
pihak selama tidak bertentangan dengan Pasal 1338 dan 1320 KUHPerdata 
berusaha memberikan batasan tertentu dari asas kebebasan berkontrak 
tersebut sebagaimana dapat kita lihat dari Pasal 1493 dan Pasal 1494 
KUHPerdata. 
3. Larangan Penggunaan Klausula Eksonerasi 
Pembatasan atau larangan penggunaan klausula eksonerasi ini dapat 
kita lihat dalam hukum positif di Indonesia yaitu dalam Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam 
UUPK ini klausula eksonerasi merupakan salah satu bentuk “klausula 
baku” yang dilarang oleh UU tersebut. Undang-undang Perlindunan 
Konsumen pasal 18 ayat (1) melarang pelaku usaha mencantumkan 
klausula baku pada setiap perjanjian dan dokumen apabila:
14
 
a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. 
b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali 
barang yang telah dibeli konsumen. 
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c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali 
uang yang telah dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli 
konsumen. 
d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik 
secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindakan 
sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen 
secara angsuran. 
e. Mengatur perihal pembuktian atashilangnya kagunaan barang atau 
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen. 
f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau 
mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli 
jasa. 
g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan 
baru, tambahan, lanjutan dan atau pengubahan lanjutan yang dibuat 
sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa 
yang dibelinya. 
h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha 
untuk pembebanan hak dan tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan 
terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. 
setiap klaula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada 
dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana 





amar bahwa pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang 
bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen. 
Tentu saja Undang-undang Perlindungan Konsumen menginginkan 
terciptanya keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha. Pengaturan 
pencantuman klausula baku bukanlah merupakan keberpihakan terhadap 
kepentingan konsumen dan merugikan kepentingan pelaku usaha. Namun 
sesuai asas keseimbangan dalam hukum perlindungan konsumen, 
menginginkan kepentingan semua pihak harus dilindungi, termasuk 




4. Akibat Hukum Klausula Eksonerasi 
Akibat hukum dari perjanjian jual-beli yang menggunakan klausula 
eksonerasi adalah batal demi hukum karena pencantuman klausula 
eksonerasi pada perjanjian jual-beli merupakan bentuk pengalihan 
tanggung jawab pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen yang 
berakibat timbulnya suatu kerugian bagi konsumen.
16
 Cara menyelesaikan 
sengketa akibat penggunaan kalusula eksonerasi dalam perjanjian jual-beli 
sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-undang no 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
17
, dapat disimpulkan bahwa 
penyelesaian sengketa terhadap pencantuman klausula eksonerasi pada 
perjanjian jual-beli berdasarkan pasal 52 huruf (a) Undang-undang no 8 
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tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah melalui badan 
penyelesaian sengketa konsumen (BPSK)
18
, karena berdasarkan Pasal 47 
Undang-undang no 8 Tahun 1997 tentang Perlindunga Konsumen, 
“penyelesaian sengketa diluar pengadilan diselenggarakan untuk 
mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan /atau 
mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang kembali 
kemudian yang diderita oleh konsumen”.  
Berdasarkan hal tersebut maka dibuat alternative penyelesaian 
sengketa konsumen. Hal ini termasuk dalam pasal 49 ayat (1) bahwa: 
“Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen diluar 
pengadilan (non-litigasi)”.
19
 Sedangkan tugas dan wewenangnya diatur 
dalam pasal 52, sebagai berikut:  




a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, 
dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi; 
b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen; 
c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku; 
d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran 
ketentuan dalam undang-undang ini; 




 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit. h. 241. 
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e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen 
tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; 
f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan 
konsumen; 
g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran 
terhadap perlindungan konsumen; 
h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang 
yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini; 
i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, 
saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan 
huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian 
sengketa konsumen; 
j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti 
lain guna penyelidikan dan / atau pemeriksaan; 
k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak 
konsumen; 
l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan 
pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; 
m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar 
ketentuan undang-undang ini. 
Memperhatikan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa antara 
huruf a dan f pada akhirnya akan memiliki makna yang sama dalam 





pasal tersebut, dapat diketahui bahwa BPSK tidak hanya bertugas 
menyelesaikan sengketa diluar pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 49 
ayat (1), tetapi meliputi kegiatan berupa pemberian konsultasi, pengawasan 
terhadap pencantuman klausula baku, dan sebagai tempat pengaduan dari 
konsumen tentang adanya pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen, 
serta berbagai tugas dan kewenangan lainnya yang terkait dengan 
pemeriksaan pelaku usaha yang diduga melanggar UNPK.  
A. Tinjauan Umum Tentang Pelaku usaha 
1. Pengertian pelaku usaha 
Kegiatan usaha sudah banyak didapatkan melalui berbagai media 
online dengan mudah, karena pada saat ini berbagai macam portal 
informasi lebih lengkap tersaji diberbagai situs ataupun website. Hingga 
saat ini terdapat banyak sektor usaha dengan modal minimum yang sukses 
dijalankan oleh pelaku usaha. Suksesnya sebuah usaha dapat dikatakan 
bukan bergantung dari usaha apa yang dijalankan, melainkan bagaimana 
cara pelaku usahanya menjalankan sektor usaha terebut. Dengan adanya 
bermacam macam dan berbagai jenis kebutuhan, maka setiap manusia 
akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik berupa barang 
maupun jasa. Berbagai kebutuhan tersebut ditawarkan oleh pelaku usaha 
sehingga tecipta hubungan timbal balik antara pelaku usaha dengan 
konsumen yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, yang 
seharusnya pelaku usaha dan konsumen yang menduduki posisi yang 





yang lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha. Salah satu yang 
menyebabkan kedudukan konsumen lemah adalah kurangnya informasi 
yang diberikan dengan jelas dan benar.
21
 
Dalam pasal 1 angka 3 UU No.8 tahun 1999 disebutkan pelaku 
usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang 
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam hukum wilayah Negara 
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 
Ketentuan diatas dapat kita jabarkan kedalam beberapa syarat, yakni:
22
 
a. bentuk atau wujud dari pelaku usaha berupa orang perorangan yakni 
setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri 
dan badan usaha, yakni kumpulan individu yang secara bersama-sama 
melakukan kegiatan usahanya. Badan usaha selanjutnya dapat 
dikelompokkan kedalam dua kategori, badan hukum dan bukan badan 
hukum. 
b. badan usaha tersebut harus memenuhi salah satu kriteria ini: 
1. Didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik 
Indonesia dan; 
2. Melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia 
3. Kegiatan tersebut harus didasarkan pada perjanjian 
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4. Didalam berbagai bidang ekonomi, bukan hanya pada bidang 
produsi    
Dalam penjelasan undang-undang yang temasuk pelaku usaha 
adalah Perusahaan, Korporasi, Bumn, Koperasi, Impotir, Pedagang, 
Distributor, dan lain-lain. Istilah pelaku usaha umumnya dikenal dengan 
sebutan pengusaha. Pengusaha adalah setiap orang atau badan usaha yang 
menjalankan usaha, memproduksi, menawarkan, menampaikan, atau 
mendistribusikan suatu produk kepada masyarakat luas selaku 
konsumen.
23
 Pelaku usaha tidak hanya diartikan sebagai pembuat atau 
pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi mereka yang terkait dengan 
penyampaian atau peredaran produk hingga sampai ketangan konsumen. 
Dengan demikian jelas bahwa pengertian pelaku usaha menurut Undang-
undang Perlindungan Konsumen sangat luas, bukan hanya pelaku usaha 
melainkan hingga pada pihak terakhir yang menjadi perantara antara 
pelaku usaha dan konsumen, seperti, agen, distributor dan pengecer atau 
konsumen perantara.  
2. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha 
Dunia usaha harus mampu menghasilkan berbagai barang dan/atau 
jasa yg dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dengan 
pemastan terhadap mutu, jumlah yang mencukupi, serta keamanan pada 
pemakaian barang dan/atau jasa yang diedarkan ke pasar. Pelaku usaha 
merupakan salah satu komponen yang turut bertanggung jawab dalam 
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mengusahakan tercapainya kesejahteraan rakyat itu. Maka didalam 
berbagai peraturan perundang-undangan dibebankan sejumlah hak dan 
kewajiban serta hal-hal yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha. 
Dalam menjalankan kegiatan usaha, undang-undang memberikan sejumlah 
hak dan membebankan sejumlah kewajiban dan larangan kepada pelaku 
usaha. Pengaturan tentang hak, kewajibn dan larangan itu dimaksudkan 
untuk menciptakan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan 
konsumen. 
Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen digunakan istilah pelaku usaha bagi pihak-pihak yang 
menghasilkan dan memperdagangkan produk, yaitu mereka yang terlibat 
di dalam penyediaan produk hingga sampai ketangan konsumen. Yang 
menjadi hak-hak pelaku usaha itu menurut pasal 6 Undang-undang Nomor 
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:
24
 
a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan; 
b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen 
yang beritikad tidak baik; 
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian 
hukum sengketa konsumen; 
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d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan; 
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya. 
Selain hak, pelaku usaha juga memiliki kewajiban-kewajiban yang 
diatur dalam ketentuan pasal 7 UUPK, antara lain sebagai berikut:
25
 
a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif; 
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau 
jasa yang berlaku; 
e. Memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba 
barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi 
atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan; 
f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang 
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai 
dengan perjanjian. 
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Dalam pasal 7 angka (7), pelaku usaha dilarang membeda-bedakan 
konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membeda-
bedakan mutu pelayanan kepada konsumen. Sedangkan dalam penjelasan 
pasal 7 angka (6), yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu 
adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan 
kerusakan atau kerugian dan pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam 
melakukan kegiatan usahanya. 
3. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha 
Seperti diketahui bahwa UUPK menetapkan tujuan perlindungan 
konsumen antara lan adalah untuk mengangkat harkat kehidupan 
konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa 
akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari 
aktivitas perdagangan pelaku usaha.
26
 Upaya untuk menghindari akibat 
negatif pemakaian barang dan/atau jasa tersebut, maka undang-undang 
menentukan berbagai larangan yang terdapat dalam pasal 8 sampai pasal 
17 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, mengatur perbuatan hukum 
yang dilarang bagi pelaku usaha, larangan dalam memproduksi atau 
memperdagangkan, larangan dalam menawarkan, larangan dalam 




Perundangan-undangan memberikan larangan-larangan tertentu 
bagi pelaku usaha dalam hubungan dengan kegiatan. Larangan-larangan 
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bagi pelaku usaha diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang perlindungan konsumen yang menyatakan:
28
 
a. pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang 
dan/atau jasa yang: 
1. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang 
dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
2. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah 
dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket 
barang tersebut;  
3. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam 
hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;  
4. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran 
sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang 
dan/atau jasa tersebut;  
5. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, 
gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan 
dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;  
6. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, 
keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa 
tersebut; 
7. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu 
penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;  
                                                          






8. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana 
pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;  
9. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat 
nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan 
pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat 
pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut 
ketentuan harus dipasang/dibuat;  
10. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan 
barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku; 
11. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat 
atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara 
lengkap dan benar atas barang dimaksud. 
b. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan 
yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa 
memberikan informasi secara lengkap dan benar. 
c. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib 
menariknya dari peredaran. 
Pada intinya subtansi pasal ini tertuju pada dua hal, yaitu larangan 
memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan 
barang dan/atau jasa yang dimaksud. Larangan-larangan yang 





mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar dimasyarakat 
merupakan produk yang layak edar, antara lain, asal-usul, kualitas sesuai 




4. Tanggung Jawab Pelaku usaha 
Disamping adanya hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan oleh 
pelaku usaha, ada juga tanggung jawab yang harus dipikulnya. Tanggung 
jawab tersebut merupakan bagian dari kewajiban yang mengikat kegiatan 
mereka dalam berusaha. Tanggung jawab ini juga disebut istilah product 
liability (tanggung gugat produk). Product liability adalah suatu tanggung 
jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu 
produk (producer, manufacturer), dari orang/badan yang bergerak dalam 
suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (producer, assembler) atau 
mendistribusikan (seller, distributor) produk tersebut.
30
 
Ada pula definisi lain tentang poduct liability, yaitu “suatu 
konsepsu hukum yang intinya dimaksudkan untuk memberikan 
perlindungan kepada konsumen, yaitu dengan jalan membebaskan 
konsumen dari beban untuk membuktikan bahwa kerugian konsumen 
timbul akibat kesalahan dalam proses produksi dan sekaligus melahirkan 
tanggung jawab produsen untuk memberikan ganti rugi. 
Inti dari pengertian-pengertian tersebut bahwa pelaku usaha 
bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari hasil 
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produk/jasanya. Pelaku usaha atau produsen yang diharuskan bertanggung 
jawab atas hasil usaha yang melakukan kegiatan-kegiatan berikut ini: 
a. Menghasilkan produk akhir, termasuk memproduksi bahan mentah atau 
komponen 
b. Mencantumkan nama, merek, atau tanda lain pada produk dengan tidak 
menunjukkan pihaknya sebagai produsen 
c. Mengimpor produk ke wilayah Republik Indonesia 
d.  Menyalurkan barang yang tidak jelas identitas produsennya, baik 
produk dalam negeri maupun importirnya yang tidak jelas identitas 
e. Menjual jasa seperti mengembangkan perumahan atau membangun 
apartemen 
f. Menjual jasa dengan menyewakan alat transportasi atau alat berat 
Undang-undang perlindungan konsumen tidak mengatur secara 
jelas dan tegas soal jenis barang yang secara hukum dapat 
dipertanggungjawabkan dan sampai sejauhmana pertanggungjawaban atas 
barang tertentu dapat dikenakan bagi pelaku usaha atas hubungan 
hukumnya dengan konsumen. Penerapan konsep product liability ternyata 
tidak mudah, dalam sistem pertanggungjawaban secara konvensional 
tanggung gugat produk didasarkan adanya wanprestasi (default) dan 
perbuatan melawan hukum (fault). Berdasarkan KUHper pasal 1365, 
konsumen yang menderita kerugian akibat produk barang dan/atau jasa 







 Tuntutan tersebut didasarkan pada kondisi telah terjadi 
perbuatan melawan hukum. Atau dengan kata lain, konsumen harus 
membuktikan terlebih dahulu kesalahan yang dilakukan. Langkah 
pembuktian semacam itu sulit dilakukan karena konsumen berada pada 
kondisi yang sangat lemah dibandingkan dengan posisi pelaku usaha. 
Oleh karena itu, diperlukan adanya penerapan konsep strict liability 
(tanggung jawab mutlak), yaitu bahwa produsen seketika itu juga harus 
bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen tanpa 
mempersoalkan kesalahan dari pihak produsen. Menurut Dl Dann, 
sebagaimana dikutip oleh Saefullah, ada beberapa alasan konsep strict 
liability perlu diterapkan, yaitu:
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1. Beban kerugian atau resiko ditanggung oleh pihak yang memproduksi 
barang-barang yang cacat atau berbahaya kepasaran 
2. Dengan menempatkan/mengedarkan barang-barang kepasaran, berarti 
produsen menjamin barang-barang tersebut aman dan pantas untuk 
dipergunakan 
3. Sebenarnya tanpa menerapkan prinsip strict liability pun, produsen 
yang melakukan kesalahn bisa dituntun melalui proses penuntutan 
beruntun 
Untuk itu, pelaku usaha diminta untuk selalu memperbaiki dan 
meningkatkan kualitas produk yang dihasilkannya. Mereka juga harus 
bertanggungjawab atas apa yang terjadi setiap produknya. Jika pelaku 









usaha mampu menjaga kualitas dan mutu barang dan/atau jasa yang 
ditawarkan, konsumen akan terus memandang positif dan tanpa ragu selalu 
mengkonsumsinya. 
B. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Elektronik 
1. Pengertian Transaksi Elektronik 
Berbicara mengenai “transaksi”, umumnya orang akan mengatakan 
bahwa hal tersebut adalah perjanjian ataupun kontrak jual beli antara para 
pihak yang besepakat unutk itu. Dalam lingkup hukum, sebenarnya istilah 
transaksi adalah keberadaan suatu perikatan atau hubungan hukum yang 
terjadiantara para pihak. Jika kita berbicara mengenai aspek materil dari 
hubungan hukum yang disetujui para pihak (Lihat Pasal 1338 joPasal 1320 
KUHPerdata) sehingga sepatutnya bukan berbicara mengenai perbuatan 
hukum secara formil, kecuali untuk melakukan hubungan hukum yang 
menyangkut benda tidak bergerak. Sepanjang mengenai benda tidak 
bergerak, hukum akan mengatur perbuatan hukumnya itu sendiri, yakni 
harus dilakukan secara tunai dan terang.  
Menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang  Nomor 11 Tahun 2008 
transaksi elektronik adalah
33
 perbuatan hukum yang dilakukan dengan 
menggunakan komputer, dan / atau media elektronik lainnya. Perbuatan 
hukum penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam 
lingkup public ataupun privat. Para pihak yang melakukan transaksi 
elektronik wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau 
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pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama 
transaksi berlangsung. Penyelenggaraan transaksi elektronik ini diatur 
dengan peraturan pemerintah.  
Dengan kata lain transaksi elektronik ini tidak hanya mencakup 
sebatas pada transaksi jual beli saja tetapi pengertian ini lebih luas dari 
pada sekedar jual beli yakni sebuah perbuatan yang melibatkan kedua 
belah pihak atau lebih yang mengikat satu sama lain untuk melakukan 
hubungan perikatan melalui suatu media yakni media elektronik. 
Dari pengertian pasal 1 angka 2 Undang-undang  Nomor 11 Tahun 
2008 tentang  Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan perbuatan 
hukum adalah: “setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan 
hukum) yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan 
kewajiban”. Akibat perbuatan ini diatur oleh hukum karena akibat itu bisa 
dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. 
Dari sudut pandang yang lebih perinci perbuatan hukum dapat 
terdiri dari hal-hal sebagai berikut:
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a. Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh 
satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak 
pula, misalnya pembuatan surat wasiat, dan pemberian hadiah sesuatu. 
b. Perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan 
oleh dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua pihak 
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(timbal-balik) misalnya membuat persetujuan jual beli, sewa menyewa, 
dan lain-lain. 
Dengan adanya perbuatan hukum dalam transaksi elektronik 
tersebut maka untuk terjadinya hubungan hukum diantara para pihak 
dilakukan suatu kontrak elektronik. Kontrak elektronik adalah perjanjian 
yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. 
Sebagaimana suatu kontrak pada umumnya bahwa transaksi elektronik 
yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Hal 
tersebut berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak yang berlaku secara 
universal. 
2. Pengaturan Transaksi Elektronik 
a. Dalam kitab undang-undangg hukum perdata  
Dalam KUHPerdata, terjadinya proses jual – beli secara elekronik 
berasal dari kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak penjual dan 
pembeli untuk melakukan transaksi jual – beli. Kesepakatan tersebut 
dikenal dengan istilah kontrak. Kontrak dapat disama artikan dengan 
perjanjian. 
Perjanjian terjadi antara kedua belah pihak yang saling berjanji, 
kemudian timbul kesepakatan yang mengakibatkan adanya suatu 
perikatan diantara kedua belah pihak tersebut. Perikatan terdapat 
didalam perjanjian karena perikatan dapat ditimbulkan oleh perjanjian 
disamping oleh undang-undang. Hal tersebut diatur dan disebutkan 





: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau baik 
karena undang-undang”. 
Kata perikatan berasal dari bahasa belanda yakni “Verbintenis”. 
Akan tetapi bila kita telusuri kepustakaan Indonesia para sarjana hukum 
untuk menerjemahkan verbintenis menggununakan istiah yang beraneka 
ragam. Raden Subekti dan Tjipto Sudibio, menggunakan istilah 
perikatan untuk “verbintenis” dan “persetujuan” untuk “oveerencomst”. 
Utrecth, dalam bukunya yang berjudul pegantar dalam hukum 
Indonesia menggunakan istilah “perutangan” untuk “verbintenis” dan 
“perjanjian” untuk “oveerencomst”. Sementara Ahmad Ichan memakai 
istilah “perjanjian” untuk “perbintenis” dan “persetujuan” untuk 
“oveerencomst”. Dari uaraian diatas, ada tiga istilah yang digunakan 
pada sarjana hukum untuk menerjemahkan “verbintenis” dalam 
kepustakaan Indonesia, yakni perikatan, perutangan, dan perjanjian. 
Sementara, untuk “oveerencomst” menggunakan dua istilah yaitu 
persetujuan dan perjanjian. 
Bila kita menelusuri pengertian dalam buku ketiga BW tidak 
ditemukan pengertian hukum perikatan. Sebab BW, tidak memberikan 
pengertian hukum perikatan. Kita hanya menemukan pengertian hukum 
perikatan dalam doktrin. Raden Subekti mendefinisikan perikatan 





mana satu pihak berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan 
pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.
35
  
Perjanjian dalam kitab Undang-undang Perdata terdapat pada 
pasal 1313 yang disebutkan bahwa suatu perbuatan dengan mana satu 
orang lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. 




1. Hanya menyangkut sepihak saja, hal ini dapat diketahui dari 
perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 
orang atau lebih lainnya”. Sehingga terungkap bahwa yang 
berkehendak untuk mengadakan perjanjian hanya satu pihak saja, 
sehingga seharusnya dirumuskan “saling mengikatkan diri”. 
2. Kata “perbuatan” mencakup juga tanpa consensus pengertian 
“perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa 
yang tidak mengandung suatu consensus. Sehingga seharusnya yang 
digunakan adalah kata “persetujuan”. 
3.  Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian dalam pasal 
tersebut terlalu luas melebihi dari yang dikehendaki dari buku III 
kitab Undang-undang Hukum Perdata yang bersifat kebendaan 
sehingga menimbulkan penafsiran lain bahwa perjanjian tersbut juga 
meliputi janji kawin. 
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4. Tanpa menyebut tujuan. Tidak tercantumnya tujuan mengadakan 
perjanjian menimbulkan ketidakjelasan para pihak mengikatkan diri 
untuk apa. Oleh karena itu, perlu dirumuskan kembali apa yang 
dimaksud dengan perjanjian itu. 
Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka perjanjian adalah suatu 
persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri 
untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Hukum 
yang mengatur tentang perjanjian ini disebut hukum perjanjian (Law of 
Contract). 
b. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 




1. Penyelenggaraan transaksi dapat dilakukan dalam lingkup publik 
ataupun privat; 
2. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan 
interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen 
elektronik selama transaksi berlangsung; 
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transaksi 
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
peraturan pemerintah; 
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Dalam penjelasan pasal 17 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008, 
dijelaskan bahwa undang-undang ini memberikan peluang terhadap 
pemanfaatan teknologi informasi oleh penyelenggara Negara, orang, 
badan usaha, dan/atau masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi 
harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan 




Transaksi elektronik yang dituangkan kedalam kontrak elektronik 
mengikat para pihak, sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1). Para 
pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi 
transaksi elektronik internasional yang dibuatnya (pasal 18 ayat 2). Jika 
para pihak, tidak melakukan pilihan umum dalam transaksi elektronik 
internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas hukum perdata 
internasional (pasal 18 ayat 3). Para pihak memiliki kewenangan untuk 
menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian 
sengketa alternative lainnya, yang berwenang menangani sengketa yang 
mngkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya 
(pasal 18 ayat 4). 
Johanes Gunawan memberikan istilah Kontrak elektronik (digital 
contract) yaitu, kontrak baku yang dirancang, dibuat, ditetapkan, 
digandakan, dan disebarluaskan secara digital melalui situs internet 
(website) secara sepihak oleh pembuat (dalam hal ini dapat pula oleh 
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penjual), untuk ditutup secara digital oleh penutup kontrak (dalam hal 
ini konsumen).
39
 Kontrak secara elektronik sebagai salah satu perjanjian 
baku dilakukan secara jarak jauh bahkan sampai melintasi batas Negara, 
dan biasanya para pihak dalam perjanjian elektronik tidak saling 
bertatap muka dan tidak pernah bertemu. Perjanjian elektronik menurut 
undang-undang informasi dan transaksi elektronik, diartikan sebagai 
dokumen elektronik yang memuat transaksi dan/atau perdagangan 
elektronik, sedangkan perdagangan secara elektronik diartikan sebagai 
perdagangan barang maupun jasa yang dilakukan melalui jaringan 
komputer dan media elektronik lainnya. 
Ketentuan hukum jual beli sebagaimana diuraikan diatas, dapat 
diberlakukan pula pada transaksi secara elektronik (electronic 
commerce). Bukti adanya hubungan hukum antara para pihak dalam 
transaksi jual beli secara elektronik ini, dapat ditunjuk dengan adanya 
dokumen elektronik berupa informasi elektronik atau hasil cetak 
informasi elektronik yang memiliki kekuatan hukum yang sah, baik 
dalam peradilan perdata, peradilan pidana, peradilan tat usaha Negara 
dan peradilan lainnya. Bukti transaksi elektronik diakui sebagai alat 
bukti jika terjadi sengketa. 
3. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi Elektronik 
Keterlibatan banyak pihak, baik itu secara langsung maupun tidak 
langsung bergantung pada tingkat kompleksitas dari kegiatan transaksi 
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elektronik itu sendiri. Karena dalam kegiatan transaksi elektronik ada yang 
semua kegiatannya dilakukan melalui (online), ada juga sebagian secara 
offline.  
Budhiyanto mengidentifikasikan pihak-pihak yang terlibat dalam 
kegiatan e-commerce paling tidak mencakup, antara lain:
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1. Penjual (merchant), yaitu perusahaan atau produsen yang menawarkan 
produknya melalui internet. Untuk menjadi merchant, maka seseorang 
harus membuka rekening pada sebuah bank, tentunya ini dimaksudkan 
agar merchant dapat menerima pembayaran dari customer. 
2. Konsumen, yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk melalui 
pembelian secara online. Konsumen yang akan berbelanja di internet 
dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila konsumen 
merupakan perorangan, maka yang perlu diperhatikan dalam transaksi 
e-commerce adalah bagaimana sistem pembayaran digunakan, apakah 
pembayaran dilakukan dengan menggunakan credit card (kartu kredit) 
atau dimungkinkan pembayaran dilakukan secara manual/transfer bank. 
Hal ini penting untuk diketahui, mengingat tidak semua konsumen yang 
akan berbelanja di internet adalah pemegang kartu kredit/card holder. 
Pemegang kartu kredit (card holder) adalah orang yang namanya 
tercetak pada kartu kredit yang dikeluarkan oleh penerbit berdasarkan 
perjanjian yang dibuat. 
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3. Acquirer, yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan pembeli) 
dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Perantara 
penagihan adalah perantara yang meneruskan tagihan kepada penerbit 
berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh 
penjual barang dan/atau jasa. 
4. Issuer, yaitu perusahaan kartu kredit (credit card) yang menerbitkan 
kartu. Indonesia ada beberapa lembaga yang diizinkan untuk 
menerbitkan kartu kredit, yaitu bank dan lembaga keuangan bukan 
bank. Tidak semua bank dapat menerbitkan kartu kredit, hanya bank 
yang memperoleh izin dari card internasional, dapat menerbitkan credit 
card, seperti master card dan  visa card. 
5. Certification Authorities, yaitu pihak ketiga yang netral yang 
memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada merchant, 
kepada issuer dan dalam beberapa hal diberikan pula kepada card 
holder. 
6. Provider, sebagai penyedia jasa layanan akses internet merupakan 
pihak lain dalam transaksi jual beli secara elektronik, dalam hal ini 
provider memiliki kewajiba untuk menyediakan layanan akses 24 jam 
kepada calon pembeli untuk dapat melakukan transaksi jual beli secara 
elektronik melalui media elektronik. 
Apabila transaksi e-commerce tidak sepenuhnya dilakukan secara 
online dengan kata lain hanya proses transaksinya saja yang online, 





asquirer, issuer, dan certification authority tidak terlibat didalamnya. 
Disamping pihak tersebut diatas, pihak lain yang keterlibatannya tidak 
secara langsung dalam transaksi e-commerce yaitu jasa pengiriman barang. 
4. Legalitas transaksi elektronik 
Perjanjian jual beli secara online tidak terlepas dari konsep 
perjanjian secara mendasar yang tercantum dalam pasal 1313 KUHPerdata 
yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 
satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. 
Jual beli secara online (E-Commerce) pada dasarnya sama dengan jual beli 
pada umumnya, dimana suatu jual beli terjadi ketika ada kesepakatan 
mengenai barang dan/atau jasa yang diperdagangkan serta harga atas 
barang dan/jasa tersebut. Jual beli secara online dan jual beli pada 
umumnya (konvensional) yang membedakan hanya pada media yang 
digunakan. Jual beli konvensional para pihak harus bertemu langsng 
disuatu tempat guna menyepakati apa yang diperjual belikan. Sedangkan 
pada jual beli secara online (E-Commerce), proses transaksi yang terjadi 
memerlukan suatu media internet sebagai media utamanya, sehingga 
proses transaksi perdagangan terjadi tanpa perlu adanya pertemuan 
langsung atau face to face antar para pihak. Proses transaksi tawar 
menawar harga dapat dilakukan dimana saja tanpa harus mempertemukan 
pihak penjual dan pembeli didalam suatu tempat yang untuk menyepakati 





Perjanjian jual beli secara online menggunakan ketentuan pasal 
1313 KUHPerdata sebagai dasar pengaturannya sehingga apa yang 
menjadi syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdata dapat diterapkan 
serta perjanjian jual beli secara online dapat diakui keabsahannya 
sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:  
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 
Keberadaan suatu unsur kesepakatan dalam E-Commerce diukur 
melalui pembeli yang mengakses dan menyetujui penawaran melalui 
internet. Hal ini dapat diterjemahkan sebagai penerimaan untuk 
menyepakati sebuah hubungan hukum. E-Commerce ini secara tertuang 
dalam kontrak baku dengan prinsip take it or leave it, sebab seluruh 
penawaran beserta persyaratan pembelian  suatu produk sudah 
tercantum dan pembeli dapat menyetujuinya atau tidak. Persetujuan 
yang diberikan oleh pembeli ini menjadi dasar dari kesamaan kehendak 
para pihak, sehingga kesepakatan dalam kontrak elektronik lahir. 
b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian 
Cakap menurut hukum adalah orang yang telah dewasa menurut 
hukum, yaitu seseorang yang telah berumur 21 tahun dan telah kawin, 
serta tidak dibawah pengampuan. Unsur kecakapan dalam E-Commerce 
sulit untuk diukur, sebab setiap orang (tanpa dibatasi dengan umur 
tertentu) dapat menjalankan transaksi elektronik sesuai dengan pasal 2 
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan 





yang masih dibawar umur dapat melakukan transaksi E-Commerce dan 
tidak memenuhi syarat subjektif dalam pasal 1320 KUHPerdata. Oleh 
karena itu, kontrak ini dapat dibatalkan melalui seseorang yang 
mengajukan pembatalan dipengadilan. 
c. Suatu hal tertentu 
Suatu hal tertentu adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan dan 
dapat ditentukan jenisnya.produk yang ditawarkan secara online 
tertuang dalam bentuk gambar atau foto yang disertai dengan 
spesifikasi produk tersebut. Namun, tidak ada jaminan bahwa produk 
tersebut pasti dikirimkan kepada pembeli sekalipun telah membayar 
melalui sistem pengiriman uang atau transfer melalui bank. 
d. Suatu sebab yang halal 
Maksudnya tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan 
kepentingan umum. Dalam E-Commerce harus dipastikan bahwa 
transaksi jual beli dilakukan dengan prinsip itikad baik oleh penjual dan 
pembeli. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka kontrak elektronik batal 
demi hukum. 
E-Commerce telah sah menurut hukum sepanjang memenuhi pasal 1320 
KUHperdata.  
Syarat pertama dan kedua disebut dengan syarat subjektif, sebab 
melekat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam e-commerce. Sedangkan, 
syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, karena melekat pada 





tidak dipenuhi, maka kontrak elektronik dapat dibatalkan oleh pihak yang 
berkepentingan dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun sesuai dengan 
pasal 1454 KUHperdata. Dalam hal syarat ketiga dan syarat keempat tidak 
dipenuhi, maka kontrak elektronik batal demi hukum atau dianggap tidak 
pernah terjadi dan tidak ada dasar untuk menuntun.
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Berdasarkan hasil dari penelitian ini penulis mengambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Pengalihan tanggung jawab atau klausula eksonerasi oleh pelaku usaha 
dalam kegiatan jual beli adalah suatu pernyataan pembebasan dari 
tanggung jawab diberikan dengan tujuan perlindungan bagi pelaku usaha. 
Dalam prakteknya di Indonesia, pada situs jual beli online seperti shopee, 
pelaku usaha mencantumkan suatu pengalihan tanggung jawab yang 
disebut dengan klausula eksonerasi.  Ada dua  jenis bentuk pengalihan 
tanggung jawab oleh pelaku usaha terhadap jual beli online shopee 
diantaranya: 
a. Pengalihan Tanggung  Jawab Oleh Pelaku Usaha Terkait Cacat 
Produk, dimana dalam hukum dapat dibedakan menadi 5 prinsip 
yakni prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan, prinsip 
tanggungjawab praduga selalu bertanggungjawab, prinsip 
tanggngjawab praduga selalu tidak bertanggungjawab, prinsip 
tanggungjawab mutlak, dan pembatasan tanggunjawab. 
b. Pengalihan Tanggung Jawab Oleh Pelaku Usaha Terkait Adanya 
Klausula Baku, dimana dalam UU No 8 Tahun 1999 Pasal 18 
dijelaskan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ jasa 





mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau 
perjanjian apabila Menyatakan pengalihan tanggung jawb pelaku 
usaha; Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak 
penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; Menyatakan 
bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang 
dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen; 
Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha 
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan 
segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli 
oleh konsumen secara angsuran; Mengatur perihal pembuktian atas 
hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli 
konsumen; Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi 
manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang 
menjadi objek jual beli jasa; Menyatakan tunduknya konsumen 
kepada pengaturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan 
dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku 
usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; 
Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha 
untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan 





2. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi konsumen, jenis 
perlindungan hukum ada 2 bentuk yaitu:42 
a. Bentuk perlindungan hukum preventif dalam hal pencantuman 
klausula eksonerasi. Hal ini berfungsi untuk mencegah agar 
konsumen berada dipihak yang lemah dan tidak semata-mata 
dirugikan. Perlindungan bagi hak konusmen yang telah ada dalam 
UU No. 11 tahun 2008 diatur dalam Bab  III mengenai informasi, 
dokumen dan tanda terima elektornik diatur dalam Pasal 9 UU ITE “ 
Pasal 9 UU ITE dalam mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha 
dalam menawarkan produknya melalui sistem elektronik (dalam hal 
ini internet) harus menyediakan secara lengkap dan benar berkaitan 
dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan”. 
b. Perlindungan hukum represif dalam hal penyelesaian pada saat 
setelah terjadi sengketa, dibagi lagi menjadi dua yaitu melalui jalur 
litigasi dan non litigasi.  
B. Saran 
1. Disarankan kepada pelaku usaha yang menggunakan platform shopee 
untuk lebih memahami Undang-undang Perlindungan Konsumen agar 
tidak mencantumkan klausula baku yang dilarang ataupun melakukan 
klausula eksonerasi terkait cacat produk karena kesalahan pelaku usaha 
agar terhindar dari sanksi. 
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2. Disarankan kepada konsumen untuk lebih teliti dalam melakukan jual beli 
online melalui platform shopee dan lebih memahami Undang-undang 
Perlindungan Konsumen agar konsumen mengetaui hak-hak selaku 
konsumen dan mengambil tindakan ketika terjadi klausula eksonerasi 
oleh pelaku usaha. 
3. Disarankan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan lagi Undang-
undang perlindungan konsumen terutama masalah hak-hak konsumen. 
Dimana pada praktiknya banyak konsumen yang dirugikan oleh pelaku 
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